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ABSTRAK 

Maraknya peredaran daging sapi glonggongan menimbulkan kerugian bagi 

konsumen karena mendapatkan ketidaksesuaian kualitas daging sehingga berdampak 

pada kesehatan dan keselamatan konsumen ketika mengkonsumsi daging sapi 

glonggongan. Penelitian ini akan mengkaji bentuk perlindungan bagi konsumen dan 

bentuk tanggung jawab pemerintah terkait penjualan daging sapi glonggongan di 

pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan medote normatif, dengan pendekatan 

peraturan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual untuk menjawab 

rumusaan masalah pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk 

perlindungan hukum bagi konsumen atas ketidaksesuaian kualitas pada daging sapi 

glonggongan berupa ganti kerugian yang meliputi produk, biaya perawatan, biaya 

pengobatan serta penuntutan pidana. bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 

tersebut diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen tentang 

pertanggungjawaban pelaku usaha dan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen tentang 

larangan bagi pelaku usaha. Dalam hal tanggung jawab pemerintah terkait peredaran 

daging sapi glonggongan, dilakukan upaya penanggulangan baik dengan hukum 

pidana (Upaya Penal) maupun tanpa hukum pidana (Upaya Non Penal). Dalam 

Upaya penal, upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan dengan 

melakukan penunutan secara administratif maupun pidana. selain itu, dalam upaya 

penal juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui BPSK atau LPKSM dengan 3 

(tiga) tata cara penyelesaian, yaitu Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Sedangkan 

Upaya Non Penal yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab adalah 

dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, razia bersama 

aparat penegak hukum lain, bertindak secara tegas dan pengetatan pengawasan pada 

sektor hulu yaitu rumah potong hewan.  

KataKunci: Perlindungan hukum,konsumen, daging sapi glonggongan 
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ABSTRACT 

The rampant circulation of glonggongan beef causes losses for consumers 

because they get a discrepancy in the quality of the beef so that it has an 

impact on the health and safety of consumers when consuming glonggongan 

beef. This study will examine the form of protection for consumers and the 

form of government responsibility related to the sale of glonggongan beef in 

traditional markets. This study uses a normative method, with a statutory 

approach and a conceptual approach to answer the formulation of the 

problem in this study. Based on the results of the research, the form of legal 

protection for consumers for quality discrepancies in glonggongan beef is in 

the form of compensation which includes products, treatment costs, medical 

costs and criminal prosecution. This form of legal protection for consumers 

is regulated in Article 19 of the Consumer Protection Law concerning the 

accountability of business actors and Article 8 of the Consumer Protection 

Law concerning prohibitions for business actors. In terms of the 

government's responsibility regarding the circulation of glonggongan beef, 

efforts are made to overcome it either with criminal law (Penal Efforts) or 

without criminal law (Non-Penal Efforts). In the penal effort, dispute 

resolution efforts are carried out through the courts by carrying out 

administrative and criminal prosecutions. In addition, the penal effort can 

also be carried out out of court through BPSK or LPKSM with 3 (three) 

settlement procedures, namely Conciliation, Mediation and Arbitration. 

Meanwhile, Non-Penal Efforts carried out by the government as a form of 

responsibility are by conducting outreach or outreach to the community, 

raids with other law enforcement officers, taking firm action and tightening 

supervision in the upstream sector, namely slaughterhouses. 

Keyword: Legal protection, consumer, glonggongan beef 
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